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ABSTRAK 

 
Deepfake technology sebagai produk dari AI sedang marak diperbincangkan masyarakat 

karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain 

dalam bentuk video atau foto. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk 

membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-

konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta 

dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk 

mendapatkan hak untuk dilupakan (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para 

korban deepfake pornography mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena 

peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang 

tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, bagaimana 

pengambilan keputusan oleh korban pasca kejahatan, dan lain-lain. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan socio-legal, guna mengkonseptualisasikan fenomena 

sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh 

teknologi.  
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